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Kasus Perdin Winasa

iBPK Sebut Kerugian Negara Rp 797,5 Juta

D"op""." (BAli Post) -
.^ Mantan Bupati Jembrana Prof. Gede Winasa, Rabu(8/3) kemarin kembali dihadirkan di pengadilan
Tipikor De npasar. D_ia menj alani sidang a" 

"ga"-"gl"d;pemeriksaan saksi dan ahli dalam kasus du-gaarrloru_
psi perj alanan dinas (perdin) ZOO9I Z}tO..lpU Eari Kej ari
Jembrana menghadirkan satu saksi dan satu 

"frfi 
CFXProvinsi Bali.

yang dipersiapkan sekpri, seperti
peng"urusan administrasi, surat
tugas dan lain sebagainya. Atas
dokumen itu. juga ditemukan
3_dg"y? dugaan penyimangan.
Yakni, beberapa kili perdin tidak
sesuai fakta.

Fakta lain berdasarkan ket_
qTgrlCan saLsi, bahwa perdin yang
dilaksanakan tidak sLsuar surat
tugas. BPK menemukan bukti
jiket pesawat. boarding passyang
oanKan atas nama orang lain,
sehingga ditemukan ada k6tidat<_
sesuaian. Lantas, dari sana ada
pertanyaan, benarkah ada perdin?
'Kita kuatkan lagi dengan jaksa,
dengan meminta konfirmasi ke
peny-elenggara," ujar Andy.

Khusus untuk kasus di Jem-
brana, BPK menemukan adanya
68 Surat Perintah Perjalanin
Dinas TSPPD). Dari jumlah itu,
ada ditemukan ketidaksesuaian
misalnya soal lamanya perdin dan
bahlan tidak sesuai densan surat
tugas.'Sehingga divakinlida pHM
dan dilakukan penghitungan keru-
grlan negara," sambung Andy.

Namun, ahli BPK Andv Mah-
bub Arik Widiyanto yang mem-
berihan penjelasan leLih 6anvak.
{yalnya, majelis hakim pimpinan
Wayan Sukanila menanvikan
proses keterlibatan BPK dalam
kasus ini. Andy mengatakan, dia
bersama tim melakukan pemer_
iksaan berdasarkan permintaan
Kejari Jembrana.

Di depan persidangan, Andy
menyebut bahwa intinya setelair
dila kukan veri.fi,kasi awal, indikasi
Perbuatan Melawan Hukum
(PMH) dalam kasus perdin ini
sudah dapat diyakini ada. polanva
adalah melakukan ekpose perkaia
bersama pihak kejaksaan dan rim

bentukan BPK. Dari dokumen
awal dan_bukti yangada, diyakini
bahwa PMH itu adi.'.Walau kita
yakini ada PMH, namun awal-
nya ada b*erapa dokumen yang
Kurang sehrngga penghitungan
kerugtan negara kala itu belum
bisa dihitung," jelasnva dan me-
nambahkan. pihaknya meminta
keJaksaan untuk melengkapi
dok r men dan setelah itu dib-entuk
tim BPK.

BeYdasarkan bukti dokumen
kejaksaa4 ditemukan dua fakta.
Pertama, perdin bupati dilak'kan
berdasarkan undansan dan kedua
inigia.tr{ sendiri bupati. polanya
sedikit berbeda, yakni ada perd.in
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Dari 68 SPPD lang dilakukan
penghitungan, ada dana Rp 916
juta sekian. Padahal dari oerhi
tungan BPK awal ada temuin Rp
800 juta sekian. Dari perhitun-
gan tersebut, BPK menemukan
adanya kerugian negara sebcsar
Rp 797,5 juta.

Pada persidangan kemarin.
.;uga mengemuka pengembalian
Rp 20 juta. Hal itu dibenar-
kan BPK. '?enyetoran uang ke
kas negara memang benar ada
pengembalian," kata Andv.

Dalam sidang kemarin, Winasa
diberilan kesempatan untuk ber-
tanya soal tilet dan boardine poss
palsu. Namun soal itu. ah-ti tidak
mau menjawab karena itu bul<an
keahliannya untul menyatakan
fiktif atau palsu. Yang jelas,
sambung Andy, segala bukti vane
didapatkan dari iaksa, bukti6ukd
itu di-konfrrmasi ke orang yang
b€rkompeten dan penyelengqara.
"Kami tidak meneata]{an til<at itu
fiktif atau palsu,; tegasnya.

Atas keterangan itu, Winasa
kemudian ininta ahli menun-

jukkan salah satu bukti tiket
yang diperiksanya atau yang
diterimanya dari kejaksaan. Di
sanalah memang ditemukan per-
bedaan. Prof Winasa kernudian
meminta oupaya SPDP ajudan
juga dihadirkan dan ditunjukkan
sebagai pembanding. 't(arena ahli
dalam nemberikan keterangan
berdasarkan keyakinan " tandas
Winasa.

Hakim Wayan Sukanila ke-
mudian menengahi. Dikatakan,
terdakwa boleh setuiu atau tidak
dengan keterangan ihli. Terdak-
wa boleh me-ngajuka_n ahli yang
oapat mengkonter keteranqan
ahli ini. Kesempatan itu iusa
diberikan ke pihak terdakia
untuk dihadirkan dalam sidang
selanjutnya. (kmb87)
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